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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Maka dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1) Dari 9 pelaku usaha online, hanya ada 4 pelaku usaha online shop 

yang sudah mengetahui adanya peraturan tentang pajak e-commerce 

dan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yaitu Your 

Mask, Co-mode, Noell Thrift, dan Keyn Collection. Dari 4 pelaku 

usaha online ini, mereka mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) adalah karena dari tempat kerja sebelumnya, dan mengetahui 

pajak e-commerce dari teman dekat. Yang 5 pelaku usaha online 

lainnya tidak mengerti dan tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak), alasannya adalah karena kurangnya sosialisasi secara 

sistematis dari Dinas Pajak kepada pelaku usaha online shop 

mengenai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. 

2) Dari 4 pelaku usaha online, hanya 1 pelaku usaha yang membayar 

pajak PPh Pasal 4 ayat 2, yaitu pelaku usaha Your Mask. Pelaku 

usaha ini sudah mengetahui adanya peraturan tentang pajak e-

commerce dan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari 

teman dekatnya.  

3) Beberapa online shop tidak bermasalah jika diterapkan kebijakan 

mengenai pajak e-commerce, apabila kebijakan tersebut dianggap 

menguntungkan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Meskipun 



 

 
 

ada beberapa online shop yang tidak setuju merasa penghasilan 

mereka akan berkurang karena adanya pajak tersebut. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dan penelitian, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1) Bagi Dinas Pajak 

Semoga kedepannya Dinas Pajak jadi lebih efektif dalam memberikan 

sosialisasi yang merata dan benar ke pelaku usaha online shop, agar 

semua dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya kendala buruk 

dikemudian hari. Karena masih banyak pemilik usaha online shop 

yang mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan 

kurangnya pemahaman mengenai pajak e-commerce seperti memberi 

sanksi atau denda kepada pemilik usaha online shop, jika masih 

melanggar atau tidak menaati peraturan yang sudah ditentukan oleh 

Dinas Pajak. 

2) Bagi pelaku usaha online shop 

Lebih memperhatikan dan mencari tahu tentang ketentuan-ketentuan 

untuk memiliki usaha online shop agar pelaku usaha bisa lebih 

memahami pajak e-commerce dan lebih menaati peraturan yang ada, 

apabila sudah mengetahui tentang pajak e-commerce.  

3) Bagi akademi dan praktisi  

Ikut mensosialisasikan setiap peraturan dan perundang-undangan 

tentang pajak e-commerce yang sudah berlaku di Indonesia. 
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